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1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola desa serta daya saing desa (Pramata, 2018). Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seiring dengan perkembangannya ke arah yang lebih demokratis, kebijakan tata kelola Good goverment governance juga berkembang atau disebut dengan good governance. Pemerintah menjadi agen perubahan bagi masyarakat di negara yang sedang berkembang. Pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah melalui berbagai kebijakan, program, proyek, bahkan industri, serta peran penting perencanaan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Good goverment governance yang terdiri dari demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika atau ketentuan yang berlaku dengan memberikan kewajiban pengelolaan sumber daya publik kepada pemberi atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2016).
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Pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama menerapkan konsep good government governance dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak akan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa jika pengelolaannya tidak transparan. Untuk mewujudkan kemandirian desa, tentu saja akuntabilitas dan keterbukaan harus benar-benar dilaksanakan dan menjadi perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan desa, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas pengelolaan keuangan desa adalah tanggung jawab individu untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepala Desa bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Bupati mengenai pemenuhan anggaran desa, sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola Perangkat Desa dalam rangka melaksanakan anggaran APBDes yang telah ditetapkan. Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Bendahara, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa(Astriandy, 2018). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan konsep akuntabilitas sebagai berikut: semua keputusan yang dibuat mengenai operasi pemerintahan desa, termasuk hasil akhirnya, harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Salah satu komponen penting dalam pembangunan desa dan kebijakan rumah tangga desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk membiayai pembangunan desa, diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber, termasuk sektor publik, sektor komersial, dan masyarakat setempat. Berikut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) tentang desa:“Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”.
Papan Pengumuman Desa, Kantor Desa, dan media lain yang dapat mendorong transparansi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum melaksanakan informasi ini atau belum sama sekali. Informasi tentang penggunaan dana Musyawarah Desa ini perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 belum diterapkan di lapangan sebagaimana yang diharapkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada keuangan desa. Persoalan ini muncul karena penyelenggaraan pemerintahan desa masih jauh dari cita-cita good governance atau Good goverment governance. Aspek keterbukaan dan akuntabilitas merupakan salah satunya. Sebab, asas akuntabilitas, yakni kewajiban para pengelola sumber daya publik dan pihak yang terdampak untuk dapat mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban program, pengelolaan, dan keuangan, harus diperhatikan agar terwujud tata kelola Good Goverment Governance. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu instrumen penting yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola Good Goverment Governance di tingkat desa. Proses pembuatan dan pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berfungsi sebagai tolok ukur tata kelola Good Goverment Governance. 
Model pemerintahan desa menjadi lebih bermakna apabila dipahami tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintahan desa akan berjalan efektif dan bermakna apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola berdasarkan asas partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memadai juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan. Di tingkat desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat melibatkan masyarakat secara mikro. Agar penyusunan anggaran desa dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan asas tata kelola Good goverment governance, yaitu keterbukaan, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka pemerintah desa (beserta Badan Permusyawaratan Desa) harus diperkuat. Hal ini meliputi tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pembukuan.
Dalam bidang akuntansi sektor publik, gagasan tentang tata kelola Good Goverment Governance bukanlah hal baru, tetapi sebagai lembaga pemerintah tingkat terendah di Indonesia, keuangan desa belum banyak mendapat perhatian dalam kajian tentang hal tersebut. Otonomi desa diperkuat melalui kerangka kelembagaan tata kelola Good Goverment Governance. Pelaksanaan otonomi pemerintah daerah tingkat desa yang kuat dan menguntungkan bergantung pada fondasinya dalam nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan. Lebih jauh, pelaksanaan akuntabilitas tata kelola Good Goverment Governance yang sebenarnya dipandang kurang baik oleh masyarakat sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah atas banyak aspek administrasi desa dan pelaksanaan pemerintahan.
Penulismelakukanpenelitian di wilayahKecamatanLabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, khususnya di wilayahDesaPematangJohar.Penelitimemilih program APBDeskarenaalasanpribadi.Jikadibandingkandengandesa-desa di sekitarnya, pemerataanpembangunanDesaPematangJoharjauhlebihbaik.Hal inidikarenakanpengelolaankeuangandesa yang efektifdansesuaidenganasas-asastatakelolaGood Goverment Governance.Namundibalikituberdasarkaninformasidaribebrapamasyarakat, dalampengelolaananggaranperanmasyarakatmasihbelummaksimaldanmasihadaalokasianggaran yang belumtepatsasaran
BerikuttabelrealisasiAnggaranPendapatandanBelanjaDesa (APBDes) DesaPematangJoharKec.Labuhan Deli tahun 2017-2021:



Tabel 1.1
LaporanRealisasiAPBDesDesaPematangJoharKab. Deli Serdang
	No
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Persentase

	1
	2017
	Rp.    910.198.000
	Rp.    838.449.000
	92,12%

	2
	2018
	Rp. 1.138.140.000
	Rp. 1.122.889.000
	98,66%

	3
	2019
	Rp. 1.239.797.000
	Rp. 1.226.990.100
	98,97%

	4
	2020
	Rp. 1.313.446.000
	Rp. 1.301.274.000
	99,07%

	5
	2021
	Rp. 1.384.710.000
	Rp. 1.139.813.200
	82,31%


Sumber: APBDesDesaPematangJohar (2021)
Berdasarkantabel di atasmenunjukkanbahwajumlahrealisasipenggunaananggarandesaPematangJoharterealisasisangatbaik.Padatahun 2021 berkisar 82,31% perencanaandanpertanggungjawabanaparatdesadalammengelolaanggarantersebutsudahsangat optimal, diharapkancapaininidapatditingkatkandalammengelolakeuangandesaberdasarkanasastransparan, akuntabel, partisipatifsertadilakukandengantertibdandisiplinanggaransesuaidenganPermendagri No. 37 tahun 2007 TentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa.
APBDesdipilihsebagaibahankajianolehparaakademisikarenamemilikidampak yang signifikanterhadappembangunandesa.APBDesdapatmeningkatkanpelayananpublik di pedesaan, mendorongketerlibatanmasyarakatdalampembangunan, dantentunyameningkatkankesejahteraanmasyarakatdesajikabenar-benardijalankandenganintegritasdantatakelola yang baik.TujuandarikajianiniadalahuntukmengetahuiseberapapentingtatakelolaGood Goverment Governancebagipengelolaankeuangandesa yang efisien.Transparansi, kesetaraandankeadilan, akuntabilitas, dantanggungjawabharusdiwujudkanmelaluipenerapantatakelolaGood Goverment GovernancedalampengelolaanAPBDesdansumberpendapatandaerahlainnyaolehpemerintahdesa. Manfaatpenerapannyabagidesa.Pertama, meningkatkanproduktivitasdanefisiensitatakelolakeuanganmasyarakat.Kedua, meningkatkankepercayaanmasyarakatataupublikterhadappemerintahandesa.Ketiga, menjagakelangsunganhiduppemerintahdaerah.Keempat, mengevaluasitujuandanupayapemerintahdaerah.
Untuk mengetahui hasil lebih lanjut tentang masalahini maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (StudiKasusPadaDesaPematangJoharKabupaten Deli Serdang)”.
1.2 Identifikasi Masalah
Menurut (Sugiyono, 2019), ”Identifikasi masalah adalah pentajaman berbagai unsur atau faktor yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti”. Berdasarkan latar belakang maka dapat di sebutkan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Capaianrealisasianggaran di tahun 2021 sebesar82,31% sehinggaperluditingkatkanpencapaiannyamenjadi 100%.
1. Peranmasyarakatdalam proses Perencanaandanpertanggungjawabananggaranpendapatandanbelanjadesa di DesaPematangJoharbelummaksimal.
1. Masihadanyakesalahandalammenentukanprioritasanggaransehinggadirasakanpekerjaanmasikkurangtepatsasaran
1.3 Batasan Masalah
Menurut(Sugiyono, 2019), “batasanmasalahberkaitandenganpemilihanmasalahdariberbagaimasalah yang telah di identifikasi. Dengandemikian, masalahakandibatasimenjadilebihkhusus, lebihsederhana, dangejalanyaakanlebihmudahkitaamatikarenadenganpembatasanmasalahseorang penelitiakanlebihfokusdanterarahsehinggamengertikemanaakanmelangkahselanjutnyadanapatindakanselanjutnya”. Batasanmasalah yang ada dalampenelitianiniyaitu “Penerapan Good Government Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa di DesaPematangJoharKabupaten Deli Serdang”.
1.4 RumusanMasalah
Menurut(Sugiyono, 2019), “rumusanmasalahmerupakankalimatpertanyaan yang akandicarijawabannyamelaluipengumpulan data, selanjutnya penelitimenggunakanteoriuntukmenjawabnyayaitudenganpenelitiankualitatif”. Rumusanmasalahdalampenelitianiniyaitu:
1. Bagaimana proses perencanaanpengelolaanangggaranpendapatanbelanjadesa di DesaPematangJohar?
2. Bagaimana penerapanGood GovernmentGovernancepada pengeloaan anggaran pendapatan dan belanjadesa di Desa Pematang Johar?
1.5 Tujuan Penelitian
Menurut(Sugiyono, 2019), “tujuanpenelitianadalahuntukmenemukan,membuktikan,mengembangkansuatupersoalanataupengetahuandenganmenggunakanprosedur-prosedurilmiah”. Tujuandalampenelitianiniyaitu:
1. Untukmengetahuibagaimana proses perencanaanpengelolaanangggaranpendapatanbelanjadesa di DesaPematangJohar.
2. UntukmengetahuibagaimanapenerapanGood Government Governancepada pengeloaan anggaran pendapatan dan belanjadesa di Desa Pematang Johar.
1.6 Manfaat Penelitian
Menurut(Sugiyono, 2019), “manfaatpenelitianyaituuntukmenyelidikikeadaan, alasanmaupunkonsekuensiterhadapkeadaantertentu”. Manfaatpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaat, diantaranyasebagaiberikut:
1. BagiPenulis
a. Untuk mengetahui perananGood Government Governance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
b. Untuk mengetahui tujuandariadanyaGoodGovernment Governanceyang baikbagiperusahaan.
2. BagiDesa
a. Sebagai bahan evaluasi mengenai PerananGood Government Governance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Memberikan pemikiran berupa ide atau saran sebagai acuan untuk meningkatkanGood Government Governanceyang lebihefektif.
3. BagiPembaca
a. Untuk mengetahuiinformasilebihdalamdan menambah wawasan mengenaiPerananGood GovernmentGorvenance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
b. Memperluas pemahaman mengenai PerananGoodGovernmentGovernance Pada Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sehubungan dengan judul “AnalisisPenerapanGood Government Governance padaPengelolaanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa di DesaPematangJoharKabupaten Deli Serdang”. 
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